
PERATURAN BUPATI 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

NOMOR 54 TAHUN 2016 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 



' 

a. bahwa unt.uk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 201~ 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah • dari 
Unit Kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, l 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaJssud~ 
huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 'serta 
Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kolaka Timur. 

1. Pasal 18 ayat (6l Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tam bah an Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5401); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 'I'ahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kcdua kalinya dengan 
Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

' 

SALINAN J 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI Kf\BUPATEN KOLAKA TIMUR 
NO MOR 54 TAHUN 2016 

TENTANG 

Mengingat 

Menimbang 

.. - 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKf\ TIMUR, 



Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
biclang perumahan dan kawasan permukiman diwadahi dalam 
bentuk dinas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK. NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

' 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur; 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur; 
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Kolaka Timur; 
6. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang herdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 
dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 1 

! 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERT!\ TATA KERJA DJNAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

MEMUTUSKAN 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik .... ., . 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tal1un 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21). 
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Mcnetapkan 



Dinas Pcrumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman yang menjadi kcwenangan Daerah danj 
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. , 

(ll Dinas merupakan unsur pelaksana urusan 
yang menjadi kewenangan daerah; 

(2) Dinas dipimpin oleh Kcpala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

perundang-undangan. 

urusan 
ayat (2), 
peraturan 

Pasal6 

in tensitas penyelenggaraan 
sebagaimana dimaksud pada 

berdasarkan ketentuan 

(1) Tipe perangkat daerah scbagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C; 

(2) Penentuan tipe Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat : (l; 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan pernerintahan bidang perumahan dan kawasan 
permukirnan; 

(3) Penentuan 
pernerintahan 
dilaksanakan 

Pasal4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur perangkat daerah sebagairnana dimaksud dal~ 
Pasal 2, adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Perrnukiman. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nornenklatur Perangkat Daerah 
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Kepala Dinas bertugas memimpin, mernbina, 
mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan 
kebijakan dan program strategis, tata kerja serta bertanggung 
jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kcsatu 
Kepala Dinas 

BABN 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 9 

(1) Susunan organisasi Dinas Perurnahan dan Kawasa11.rt.., 
Perrnukiman Kabupaten Kolaka Timur, terdiri atas : · 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Perumahan; 
d. Bidang Prasarana, Sarana, clan Utilitas Umum; 
e. Kelornpok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum 
dalarn lampiran peraturan ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman; 
b. penyclenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di biclang perumahan dan kawasan permukiman: 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di biclang perumahan 

dan kawasan permukiman; 
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pcnunjang 

urusan pemerintahan daerah di biclang perumahan dan 
kawasan permukiman; · 

e. pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan di biclang perurnahan 
clan kawasan permukiman; 

f. pelaksanaan aclministrasi dinas: 
g. pclaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleh Bupati sesuai 

tugas dan Iungsi dinas. 
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Pasal 7 



( 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l) huruf a, 
melaksanakan tugas melaksanakan pengkoordinasian 
penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program, 
penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, 
perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan 
pengelolaan barang clan aset Dinas. 

Pasal 13 

( l) Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pcrlengkapan; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris, 

l Pasal 12 

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan Iungsi : · ~- 
a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran . 

di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 
b. pembinaan dan pernberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan; 
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, 
kearsipan dan dokurnentasi; 

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang­ 

undangan; 
e. pengelolaan barang rnilik daerah/kekayaan daerah; 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 10 
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(i) Sekretariat mernpunyai tugas pokok melaksanakan 
perencanaan urnurn, pemrograman dan anggaran, 
pcmantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kcpcgawaian, , 
keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata 
laksana, koordinasi penyusunan peraturan perundang­ 
undangan, pengelolaan barang milik negara, dan, 
kerumahtangaan Dinas. 

(2) Sekrctariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 



Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam i 
Pasal 14, Bidang Perurna.han menyelengga.rakan fungsi: ,w 
a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan 

pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan; 
b. pendataan dan perencanaan penyediaan dan 

pengembangan sistern pembiayaan bidang rurnah umum; 
c. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan 

pengembangan sistcm pernbiayaan bidang rumah swadaya; 
d. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang 

pcru mahan; 
e. pelaksanaan penyediaan rumah umurn, rumah khusus, 

rumah negara, dan rumah komersil serta pernbiayaan 
rumah umum; 

f. pelaksanaan pembcrdayaan, bantuan, dan pembiayaan 
ru mah swadaya; · 

g. pcmantauan clan evaluasi penyediaan dan pembiayaan 
bidang perumahan; 

h. pernantauan dan evaluasi pernbiayaan rumah umum, . 
serta penyediaan rumah umum, ruma.h khusus, rurnah 
negara, dan rurnah komersil; 

1. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan 
pernbiayaan rumah swadaya; 

j. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan Iungsinya, 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Perumahan 

(1) Bidang Perumahan melaksanakan tugas menyusun dan 
melaksanakan perencanaan perumahan, pengembangan dan 
pembangunan perumahan serta pemanfaatan dan 
pengendalian perumahan. 

(2) Bida.ng Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipirnpin oleh Kepala Bidang .yang berada di 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

iugas urusan ketatausahaan, surat menyurat dan , 
kearsipan, kehumasan, rumah tangga, administrasi 
kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan i 
aparatur serta hukum dan perundang-undangan. 
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dan Kepegawaian sebagaimana 
12 ayat (1) huruf b, melaksanakan 

Sub Bagian Umum 
dimaksud dalam Pasal 

(2i 



Pasal 16 

- 7 - 

( L) Bidang Permukiman mempunyai tugas mclaksanakan 
pendataan, perencanaan, penccgahan dan peningkatan 
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 
serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan 
perrnukiman , penyiapan perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan - 
utilitas urnurn, perumahan dan kawasan permukiman, 
perencanaan teknik, penyusunan standar dan P;doman, 
pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana, dan 
utilitas urnurn perumahan clan kawasan perrnukiman, _ 
serta peman tauan dan evaluasi di bidang prasarana, 
sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan ' 
pcrmukiman tingkat kabupaten; 

( l) Bidang Perumahan tcrdiri atas : 
a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan; 
b. Scksi Pembiayaan Perumahan; 
c. Seksi Pemantauan dan evaluasi Perumahan. 

(2) Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin .o~h. 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perumahan. 

Pasal 17 

( 1) Seksi Pendataan dan Pcrencanaan Pcrumahan scbagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (1) huruf a, mernpunyai tugas 
melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan I 
pengembangan sistem pernbiayaan bidang perumahan, 
penyediaan dan pengembangan sistem pernbiayaan bidang 
rumah umum dan pemberdayaan, bantuan, dan 
pengernbangan sistcm pcrnbiayaan bidang rumah swadaya. 

(2) Seksi Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas 
melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang 
perurnahan, penyediaan rumah umum, rumah khusus, 
rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan 
rumah umurn dan pelal{sanaan pemberdayaan, bantuan, 
dan pembiayaan rumah swadaya. 

(3) Seksi Pemantauan dan evaluasi Perumahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) huruf c, mempunyai 
tugas melaksanakan pernantauan dan evaluasi pcnyediaan 
dan pembiayaan bidang .perumahan, pembiayaan rurnah 
urnum, serta penyediaan rurnah umurn, rumah khusus, 
rumah negara, dan rumah komersil, serta pemberdayaan, 
oantuan dan pernbiayaan rumah swadaya. 

Bagian Keempat 
Bidang Perrnukirnan 

Pasal 18 



------ 

(1) Scksi Pendataan dan Percncanaan Kawasan Permukiman 
' scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (I) huru_f a, 

mernpu nyai tu gas rnelaksanakan pendataar, dan 
pcrencanaan kawasan perrnukiman serta menyiapkan 
bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan 
prasarana. sarana, dan utilitas umum perumahan dan 
kawasan permukiman. 

Pasal 21 

Permukiman; 
b. Seksi Peningkatan Kualitas dan Pcnyediaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Perrnukiman: 
c. Pengendalian dan Evaluasi Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum Kawasan Permukiman. 
(2) Scksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kcpala Bidang Permukiman. 

Kawasan 
( 1) Bidang Permukiman, terdiri atas : 

a. Seksi Pendataan dan Percncanaan 

Pasal 20 

Dalam mclaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 18, Bidang Perrnukiman rncnyelenggarakan fungsi : 
a. pendataan dan percncanaan kawasan pcrmukiman; 
b. pcnyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana 

penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas urnum 
perumahan dan kawasan permukiman; 

c. penccgahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh 
dan pennukiman kumuh; 

d. penyiapan bahan pcrurnusan kebijakan pelaksanaan 
pcnyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
perumahan dan kawasan pcrmukiman; 

e. pemanfaatan dan pcngendalian kawasan perrnukiman: 
f. pcnyiapan bahan pelaksana.n pcmantauan dan evaluasi di 

bidang penycdiaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
perumahan da.n kawasan permukiman; 

g. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kepala Dinas 
sesuai dcngan tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 

(2) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( I), dipimpin oleh 
scorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggurig jawab kepada Kepala Dinas, 

. 8 . 



( l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi : dalam ,..~, -- . 
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. · 

(2) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada, 
ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jcnis .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud , pada 
ayat ( 1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan, yan' 
berlaku. . l 

Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas melaksanakag, 
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 22 

Pasa123 

Bagian Kelima 
Kelornpok Jabatan Fungsional 

(2) Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Prasarana, 
Sarana, Dan Utilitas Umurn kawasan Permukiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas penceganan dan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permu kiman kumuh serta 
penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan 
penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
perumahan dan kawasan perrnukiman. 

(3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Prasarana, Sarana, Dan 
Utilitas Umurn kawasan Perrnukiman sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c, melaksanakan 
tugas pcmanfaatan dan pengendalian kawasan 
permukiman serta penyiapan bahan pelaksanan 
pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan perumahan 
dan kawasan perrnukiman. 

... ·~··-·--- ~ - 
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Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasa128 

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab 
pada atasannya masing-rnasing dan menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-rnasing dan mernberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pclaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 26 

Kepala Dinas wajib mengawasi pclaksanaan tugas bawahannya 
masing-rnasing dan bila terjadi penyirnpangan agar mengambil, ; 
langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-, 
undangan yang berlaku. 

Pasal 25 

Pasal 27 

( 1) Dalam rnelaksanakan t.ugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelornpok tcnaga fungsional wajib mcncrapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi 
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tu,g~~ 
masing-masing. 

(2) Dalam rnelaksanakan tugasnya Kepala Oinas, Sekretaris 
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi 
lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-rnasing. 

(3) Setiap pernimpin satuan organisasi dilingkungan Pemertntal; 
Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat. 

BABY 
TATA KERJA 

- 10 - '1 

Pasal 24 



- 
j 

( 1) Kepangkatan. pengangkatan dan pemberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usul Sekretaris Daerah; 

(3) Kepala Dinas rnerupakan jabatan eselon !lb; 
(4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illa; 
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon 

!lib; 
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas 

merupakan jabatan eselon !Va; 
(7) Pejabat Eselon Ill dan IV Dinas diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati atas usu! Kepala Dinas melalui Sekretaris 
Dacrah; 

Pasal 33 

BABY! 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASJ DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JASATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­ 
rnasing pejabat dalam lingl<ungan Pemerintah Kabupaten dapat 
mendelegasikan kewenangan-kcwenangan tertentu kepada 
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 32 

Pasal 31 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu olch Kepala 
Satuan Orgru1isasi bawahannya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan : rapat 

berkala. 

Pasal 30 

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan ker]a. 

Pasal 29 
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I 
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris · 

melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Dalam hal Sckretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala 
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi 
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas. .,E_, ... · . .,_,._,"~ 



I 

Pembina, Go!. JV/ a 
19800317 200003 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAG!AN HUKUM, 

SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 54 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditctapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Desember 2016 

Pasal 34 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

SAMSUL BAHRI MADJID 

trd 

Pih. SEKRETARJS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pad a tanggal Desem ber 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka timur. 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedornan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. ....,.. 

- 12 - •'. 
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TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

SURYA HATTA A.lv!RA • ~-. LLM 
Pembina, Go!. rv / a 

19800317 200003 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEP A BAGIAN,HU,.K1;JM, 

KEPALA DINAS 
- I 

SEKRETARIS I 

KELOMPOK JABATAN I 

FUNGSJONAL I 

StJBAG. SUBAG. 
PROGRAM,KEUANGAN UMUM& 

& PERLENGKAPAN KEPEGAWA. 

Bl DANG BIOANG 

PERUMAHAN PRASARANA, SARAN.O. & 
UTlllTAS UMUM 

I I 

SEKSI SEKSI 
PENOATAAN & 

PEN DAT AAN & PERE.NCANAAN PERENCANAAN KAWASAN - PERUMAHAN - PERMUKIMAN 

SEKSI SEKSI 
PENINGKA TAN 

PEMBIAYAAN KUALITAS s PENYEDIA - PERU'~AHAN - PRASARANA, SARANA & 
UTILITAS UMUM 

PERMUKIMAN 

SEKSI SEKSI 
PENGENOALIAN s - PEMANTAUAN & EVALUASI - EVALUASI PRASARANA, 

PERUMAHAN SARANA & UTIL1TAS 
UMUM KAWASAN . 

PERMUKlMAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

: ?ERATURAN BUPATI KABUPATEN KOL.AKA TIMUR 
: 54 TAHUN 2016 
: KEDUDUJ{AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DA 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KOL.AKA TIMUR. --- 
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LAMPIRAN 
NOMOR 
TENTANG 




